
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait kepatuhan kelompok sasaran terhadap

peraturan walikota bandung nomor 1023 tahun 2016 tentang bangunan gedung

hijau (green building infrastructure), secara umum dapat disimpulkan kepatuhan

kelompok sasaran terhadap kebijakan green building di kota Bandung masih

cenderung rendah.Berdasarkan hasil penelitian menggunakan enam dimensi

kepatuhan dari R. Kent Weaver, peneliti menemukan yaitu

1. Pengawasan yang dilakukan pemerintah belum tegas dan konsisten. produk

yang dikeluarkan dinas penataan ruang perlu dilakukan secara konsisten.

2. Sosialisasi yang dilakukan pemerin tah belum maksimal. kelompok sasaran

masih banyak yang belum mengetahui mengenai kebijakan dan peraturan

walikota ini. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan.

3. Kemudian, kurangnya informasi mengenai green building yang diterima

kelompok sasaran berdampak pada perilaku dan nilai kelompok sasaran.

Mereka masih memiliki pandangan ketidakpercayaan atas pemerintah dan

kebijakan. Adapun mereka berperilaku tersebut dikarenakan pengalaman

pengalaman sebelumnya ketika merancang bangunan banyak bertemu

dengan oknum. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpatuhan

terhadap pemerintah dan peraturan tersebut.
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4. Berdasarkan sumber daya untuk mendukung kebijakan ini disimpulkan

perlu ada peraturan lanjutan mengenai peraturan walikota nomor 1023 tahun

2016.

5. Kemudian pasal tentang insentif dan sanksi yang tertuang di peraturan

tersebut belum lengkap, sehingga pelaksanaanya belum dapat maksimal.

6. Jumlah anggota surat lisensi bangunan perencanaan (SLBP) masih sedikit

padahal wadah ini sebagai salah satu strategi dalam bertukar pikiran para

kelompok sasaran. SLBP menjadi sarana pemerintah melakukan pembinaan

terhadap kelompok sasaran.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara tegas dan konsisten.

langkah Pemerintah untuk membentuk dan melibatkan TABG dalam

perancangan bangunan sudah tepat, namun perlu ditingkatkan.

2. Pemerintah perlu membuat peraturan lanjutan mengenai penerapan Insentif

dan Sanksi. yang berisi tentang detail nilai insentif dan sanksi yang berikan

atas pelanggaran tersebut.

3. Dinas penataan ruang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dengan

memanfaatkan kalangan anak muda untuk membantu sosialisasi mengenai
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kebijakan green building. Pemanfaatan sosialisasi melalui media online

sangat efektif bagi kelompok sasaran.

4. Dinas penataan ruang disarankan untuk meningkatkan pelayanan di aplikasi

sipetruk, hal tersebut sangat membantu dalam upaya pengawasan dan

informasi kelompok sasaran.
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